WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADATAMAN KANAK-KANAK,

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN
YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai
dengan tugas dan fungsi manajemen pendidikan berbasis
sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah
dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru
sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat perlu
dilakukan penyesuaian peraturan di daerah;

c. bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru pada
Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah/Madrasah sudah
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat
ini sehingga perlu diganti; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hurufb dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Barupada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang
Sederajat;

Mengingat 1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Tarakan;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;




(@)

10.

11.

12,

14.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Sembilan Tahun;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun
2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program
Paket B, dan Program Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun
2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A/ULA, Program Paket B/Wustha, dan
Program Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peratuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun
2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor
23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57
Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil
Belajar Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/
Madrasah / Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs/atau
yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun
2016 tentang Standar Isi;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2016 tentang Standar Proses Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah




Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG

SEDERAJAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

10.

L

12.

Daerah adalah Kota Tarakan.
Walikota adalah Walikota Tarakan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tarakan.

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk
lain pendidikan formal yang sederajat.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang
menyelenggarakan program pendidikan umum dengan kekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama
atau setara SD atau MI.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah
penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
ljazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari satuan pendidikan yang
menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh ujian
nasional dan ujian sekolah pada tingkat satuan Pendidikan.

Zonasi adalah domisili calon peserta didik pada radius zona terdekat dari
sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Tarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
pelaksanaan PPDB.




13.

14,

Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada
satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berbasis Nasional disingkat SHUSBN adalah
dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah untuk jenjang
SD/MI yang memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan untuk jenjang
pendidikan SD/MI/Paket A memuat hasil ujian sekolah/madrasah.

Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan
pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang
mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu
pembelajaran efektif dan hari libur.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a.

menjamin PPDB berjalan secara objektif, transparan dan akuntabel;

menjamin PPDB berjalan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan
gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi;

mewujudkan suasana aman dan tertib dalam pelaksanaan PPDB;

mewujudkan pelaksanaan PPDB sesuai dengan kemampuan daya tampung
sekolah yang tersedia;

mewujudkan sistem seleksi PPDB yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga dapat diperoleh peserta didik baru yang
berkualitas dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

BAB II

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu

TK

Pasal 3

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau sederajat terdiri atas:

a.

berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
dan

berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
SD
Pasal 4
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD atau bentuk lain
yang sederajat:
a. berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima; dan

b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang




memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya
tampungnya berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SMP
Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang
sederajat:

a.

berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran;dan

memiliki [jazah /Surat Tanda Tamat Belajardan SHUSBN SD atau bentuk lain
yang sederajat.

BAB III
JUMLAH PESERTA DIDIK DALAM JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

Jumlah peserta didik baru dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai

berikut:

a. jumlah peserta didik pada TK atau bentuk lain yang sederajat dalam satu
rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan
paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;

b. jumlah peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat dalam satu
rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 {dua puluh) peserta didik dan
paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;dan

c. jumlah peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam
satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh)
peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Jumlah Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan
paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing
tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan

b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan
paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing
tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Jumlah Rombongan Belajar selain mengacu ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) juga mempertimbangkan:

a. jumlah siswa yang lulus pada tahun sebelumnya;
b. jumlah siswa kelas pertama yang tidak naik kelas;

c. jumlah ruang kelas yang tersedia; dan

d. jumlah guru yang ada dan jam wajib minimal/maksimal setiap guru.




(4) Pertimbangan Jumlah Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib dipublikasikan pada masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 7

(1) PPDB yang dilaksanakan oleh TK, SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat
melalui tahapan:
a. pemberitahuan ke masyarakat;
b. pendaftaran;
c. pengumuman peserta didik baru yang diterima; dan

d. pendaftaran ulang atau pendataan ulang.

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara
dalam jejaring (daring/online)Jdan luar jejaring (luring/offline)dengan
memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 8

(1) Seleksi calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat
mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung
berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi,

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang
sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuali
dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai
berikut:

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

(3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang
sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai
dengan daya tampung berdasaran ketentuan rombongan belajar sebagai
berikut:

a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui.




Pasal O

(1) Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b
dan ayat (3) huruf a yaitu jalur yang didasarkan pada zonasi.

(2) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d
diperuntukkan bagi peserta didik berprestasi dibidang akademik dan non
akademik yangdibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Calon peserta didik yang belum diterima setelah mengikuti seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 karena alasan keterbatasan kuota
pada sekolah yang berada dalam zonasi calon peserta didik dapat mengikuti
seleksi pada sekolah yang berada di luar ketentuan zonasi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon
peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5

BAB V
PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN
Pasal 11

(1) Perpindahan  peserta didik antarsekolah dalam  satu daerah
kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau
antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal
dan kepala sekolah yang dituju.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui
Data Pokok Pendidikan.

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan
Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah
ke SD di Indonesia setelahmemenuhi persyaratan lulus tes kelayakan
dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

(5) Sekolah/Madrasah asal peserta didik wajib melengkapi berkas
perpindahan siswa dengan menyerahkan meliputi:

a. raport/laporan tentang nilai kemajuan pencapaian kompetensi standar
1S1;

b. sikap;

c. perilaku;

d. budi pekerti;

e. kepribadian;

f. nomor induk siswa nasional;dan

g. prestasi akademik.




BAB VI
KEPANITIAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 12

(1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan PPDB dapat dibentuk panitia
PPDB.

(2) Struktur Panitia PPDB disesuaikan dengan kebutuhan,yang terdiri atas
unsur:

a. pengarah;

b. penanggung jawab;
c. ketua;

d. sekretaris;

e. bendahara;dan

f. anggota.

(3) Pembentukan, tugas dan wewenang Panitia PPDB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK, SD, SMP atau bentuk
lain yang sederajat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 13

(1) Kepala TK, SD, SMP atau sederajat wajib membuat laporan PPDB dan
laporan awal tahun paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
PPDB.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala
Dinas Pendidikandan Kebudayaan melalui kepala bidang pembinaan PAUD
untuk TK, untuk SD dan SMP ke bidang pembinaan pendidikan dasar.

(3) Laporan PPDB yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi persiapan, pelaksanaan,
dan evaluasi PPDB yang dilengkapi dengan:
a.surat keputusan panitia PPDB;

b. data calon peserta didik baru yang mendaftar dan diterima,;

c.data calon peserta didik baru yang diterima berdasarkan jenis kelamin,
dan usia;

d. laporan sebaran nilai SHUSBN yang diterima di SMP atau bentuk lain
yang sederajat; dan

e.data asal usul sekolah calon peserta didik baru.

(4) Apabila Kepala Sekolah tidak membuat laporan sesuai ayat (1) maka
diberikan teguran lisan dan tertulis.




BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

(1) Setiap orang dan/atau lembaga TK, Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah
Daerah,sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana
BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain
dilarang:

a. melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun
perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan gratifikasi untuk pendaftaran; dan

c¢. memodifikasi/merubah/memalsukan dokumen yang dapat merugikan
calon peserta didik.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan
Anak Usia Dini dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016
Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt. WALIKOTA TARAKAN,

4

KHAERUBDIN ARIEF HIDAYAT

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 14 Mei 2018

STZ§R\ETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2018 NOMOR 210
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